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ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi
dalam menetapkan norma baru pada perkara pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar, yang mana pada dasamya Mahkamah Konstitusi
merupakan cabang kekuasaan yudikatif namun pada faktanya Mahkamah
Konstitusi sudah beberapa kali menetapkan putusan yang berisi norma baru dalam
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Schingga dalam
skripsi ini peneliti juga menjelaskan mengenai pembatasan penetapan norma baru
dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh Mahkamah
Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan /ibrary
reasearch dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan,
putusan-putusan, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi
diperbolehkan dalam membuat dan menetapkan norma baru dalam perkara
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar hal ini berdasarkan
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48-49/PUU-IX/2011. Oleh karena itu perlu
ada adanya batasan-batasan agar Mahkamah Konstitusi tidak bisa dengan bebas
menetapkan norma baru dalam pengujian undang-undang terhadap undang-
undang dasar, yang mana pembatasan ini disebut dengan judicial restraint yang
dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: constitutional limitation, policy limitation/self-
restraint, dan terakhir doctrine limitation.

Kata Kunci : Judicial Review, Judicial Restraint, Mahkamah Konstitusi.
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BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis

sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

ut :

Mahkamah Konstitusi yang semulanya tidak memiliki wewenang dalam
merumuskan norma baru, hal ini berdasarkan Pasal 57 ayat (2a) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, namun
dikarenakan pasal ini telah dibatalkan dan tidak lagi memiliki kekuatan
hukum mengikat berdasarkan Putusan IMahkamah Konstitusi Nomor 48-
49/PUU-IX/2011, maka Mahkamah Konstitusi  diperbolehkan untuk
mengeluarkan putusan yang berisi norma baru demi menegakkan keadilan,

karena pada dasarnya itu merupakan tujuan utama dari dibentuknya

lembaga kekuasaan kehakiman,

- Untuk mengurangi perumusan norma baru dalam pengujian Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi maka

Mahkamah Konstitusi harus memiliki batasan agar tidak melampaui

kewenangannya dan prinsip pemisahan kekuasaan. Adapun batasan ini
dikena] Judicial restraint atay pembatasan yudisial. Judicial restraint
dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, pertama pembatasan yang dilakukan dengan

Memberikan limitas; terhadap kewenangan atau yurisdiksi pengadilan
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